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Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary
crime), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara,
melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak pidana korupsi sendiri
kebanyakan di lakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti
ASN (Aparatur Sipil Negara), Bupati, Gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya.
Seperti yang terjadi pada kasus penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana
korupsi di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Jayapura, yang dapat
dilihat ratio decidendi putusan hakim nya mulai dari putusan Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dengan adanya kedudukan atau jabatan
dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak
jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak
pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan
terikat dan kewenangan bebas (diskresi). Parameter untuk mengetahui apakah
Tindakan yang di lakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk
penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu
mengunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang,
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk
kewenangan terikat, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-
asas umum yang baik seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan
Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelagaraan negara
(AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); Asas
Penyelengaraan Pemerintahan Desa (APPD).

Kata kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, Parameter, Ratio
Decidendi



Abstract

Corruption is one of the high-level crimes (ordinary crime), because corruption is
not only detrimental to state finances, but also harms the wider community.
Corruption crimes themselves are mostly committed by people who have positions
or authorities, such as ASN (State Civil Apparatus), Regents, Governors, and other
government officials. As happened in the case of abuse of authority in corruption
crimes in Biak District, Biak Numfor Regency, Jayapura province, which can be seen
in the ratio decidendi of the judges' decisions starting from the decisions of the
District Court, the High Court, and the Supreme Court. With the position or position
and authority possessed, government officials have many ways and opportunities to
abuse their authority in committing corruption crimes. There are two authorities of
government officials, namely bound authority and free authority (discretion).
Parameters to find out whether the actions carried out by government officials are
a form of abuse of authority in corruption crimes or not, namely using laws and
regulations consisting of laws and regulations consisting of laws, provincial
regulations or regency/city regulations, especially for bound authority, while for free
authority the parameters are good general principles such as principles of good
governance (AAUPB) and general principles others outside the AAUPB; general
principles of state governance (AAPN); Principles of State Governance (APPN);
Principles of Village Government Management (APPD).

Keywords: abuse of authority, corruption crimes, parameters, ratio decidendi
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